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ABSTRAK 

 

Wanprestasi merupakan suatu kondisi dimana debitur lalai dalam 

melaksanakan kewajibannya, sehingga berakibat pada kerugian yang dialami 

kreditur karena tidak mendapatkan haknya. Peristiwa tersebut terjadi dalam 

perjanjian lisan penitipan barang dan proses ikan di cold storage antara Heru 

Wahyudi sebagai penitip ikan dengan PT. Global Prima Sentosa sebagai pemilik 

cold storage sekaligus penerima titipan. Heru Wahyudi digugat oleh PT. Global 

Prima Sentosa karena tidak membayar hutang atas kekurangan pembayaran biaya 

simpan ikan-ikan yang dititipkannya setelah dilayangkannya somasi ketiga. Dalam 

proses di persidangan Heru Wahyudi sebagai Tergugat mengakui kebenaran 

perjanjian lisan tersebut sekaligus membantah dalil perjanjian yang didalilkan PT. 

Global Prima Sentosa sebagaiPenggugat. Tergugat berdalil bahwa dalil yang 

berlaku pada perjanjian lisan penitipan ikan miliknya di cold storage PT. Global 

Prima Sentosa adalah dalil yang diperjanjikannya secara lisan dengan bapak 

Suwandi manajer PT. Global Prima Sentosa tahun 2018. Perbedaan dalil perjanjian 

inilah yang menjadi pokok persoalan dalam putusan ini. Dimana kedua belah pihak 

tidak memiliki bukti tertulis untuk membuktikan dalilnya masing-masing karena 

perjanjian dilakukan secara lisan. Berdasarkan permasalahan diatas maka perlu 

dikaji bagaimana pembuktian terhadap perbedaan dalil perjanjian pada perjanjian 

lisan penitipan barang yang diajukan gugatan wanprestasi antara Heru Wahyudi 

dengan PT. Global Prima Sentosa,  kesesuaiannya dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata serta pandangan Hukum Islam terhadap wanprestasi perjanjian 

lisan penitipan barang antara Heru Wahyudi dengan PT. Global Prima Sentosa.  

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. 

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah 

studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan 

Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg.  

Pembuktian terhadap perbedaan dalil perjanjian pada perjanjian lisan 

penitipan barang antara Heru Wahyudi dan PT. Global Prima Sentosa adalah 

dengan melalui bukti saksi kedua belah pihak sehingga ditemukannya fakta bahwa 

Suwandi (manajer tahun 2018) sudah tidak bekerja lagi di PT. Global Prima Sentosa 

Unit Rembang sehingga Hakim mengesampingkan dalil Tergugat dan 

memberlakukan dalil Penggugat dalam perjanjian lisan penitipan barang tersebut.  

Upaya pembuktian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1865, 1866, 1924, 

dan 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Dalam perkara ini 

hukum Islam berpendapat bahwa perjanjian penitipan barang tersebut seharusnya 

wajib dibuat secara tertulis bukan hanya secara lisan. 

 

KATA KUNCI: Perjanjian Lisan, Wanprestasi, Pembuktian. 
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HALAMAN MOTTO 

 

Pencapaian dalam hidup bukanlah suatu perlombaan, karena setiap orang punya 

waktunya masing-masing. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial. Keberadaannya terangkum 

dalam jagat sosial yang mempersyaratkan adanya interaksi antar 

sesamanya. Interaksi tersebut melahirkan dinamika-dinamika yang sedikit 

banyak terkait dengan pembuatan suatu perjanjian (kontrak), baik yang 

bersifat ekonomis (dalam bidang perniagaan) maupun perjanjian non 

ekonomis.1 

Interaksi yang terwujud dalam suatu perjanjian yang disepakati oleh 

dua pihak atau lebih lahir dari adanya kebutuhan saling melengkapi satu 

sama lain. Kodrat manusia ialah tidak dapat hidup sendiri melainkan 

membutuhkan bantuan atau keterlibatan pihak lain dalam mewujudkan 

tujuan-tujuan hidupnya. Pada dasarnya, manusia telah mempraktikan 

perjanjian-perjanjian sederhana dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari, misalnya jual beli, hutang piutang, dll.2 

Hukum perjanjian yang ada dalam KUH Perdata merupakan 

perjanjian yang bersifat ekonomis. Dalam bukunya, Salim H.S berpendapat 

bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara subjek hukum yang 

satu dengan objek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana 

                                                                 

1 M. Natsir Asnawi, “Perlindungan Hukum Kontrak dalam Perspektif Hukum Kontrak 

Kontemporer”, Masalah-Masalah Hukum, jilid 46, no. 1, (Januari 2017), hlm. 55. 

2 Ibid, hlm. 55-56. 
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subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum 

yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang 

telah disepakatinya.3  

Pada umumnya perjanjian antara subjek hukum yang satu dengan 

yang lain dibuat secara tertulis, di mana hak dan kewajiban antara para 

subjek hukum jelas dan pasti secara tertulis. Lain halnya apabila perjanjian 

tidak dibuat secara tertulis atau disebut dengan perjanjian lisan, para pihak 

akan mengalami kesulitan apabila suatu saat diperlukan pembuktian atas 

perjanjian lisan tersebut dalam hal terjadi wanprestasi. 

Hal ini terjadi dalam perkara gugatan wanprestasi dalam Putusan 

Pengadilan Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg. Dalam perkara tersebut, telah 

terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh perjanjian lisan penitipan barang 

dan proses ikan di cold storage antara Heru Wahyudi sebagai penitip ikan 

dengan PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang sebagai perusahaan 

penitipan barang dan proses ikan di cold storage. Gugatan wanprestasi 

tersebut didasarkan pada perbuatan Heru Wahyudi yang tidak 

melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Dimana Tergugat 

melakukan pembayaran atas jasa penitipan ikan-ikan miliknya kepada 

Penggugat tidak sesuai dengan aturan perusahaan, sehingga Penggugat 

mengalami kerugian. Hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam 

perkara wanprestasi ini. Dimana terdapat perbedaan dalil perjanjian lisan 

                                                                 

3 Salim H.S., Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak), (Jakarta : Sinar Grafika, 

2017), hlm. 27. 
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dalam perjanjian penitipan barang dan proses ikan di cold storage PT. 

Global Prima Sentosa Unit Rembang. Dalam proses jawab jinawab 

Tergugat membantah dalil perjanjian lisan dari Penggugat, bahwa atas jasa 

penitipan ikan di cold storage PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang 

dikenai biaya pembayaran sebesar Rp.25,00/kg/hari, pembayaran dilakukan 

ketika pengambilan ikan dan hanya jenis ikan yang diambil saja yang 

dibayarkan, seperti yang telah diperjanjikan Tergugat dengan Suwandi 

(manajer PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang pada tahun 2018). 

Sedangkan Penggugat berdalil bahwa gugatan wanprestasi tersebut 

didasarkan pada perbuatan Tergugat karena tidak membayar biaya atas jasa 

penitipan ikan milik Tergugat setiap harinya atas keselurahan jenis ikan 

yang dititipkannya (hanya pada saat pengambilan ikan dan hanya jenis ikan 

yang diambil saja yang dibayarkan).   

Berdasarkan uraian di atas, sangat penting dibahas terkait 

pembuktian oleh Hakim terhadap perbedaan dalil perjanjian lisan penitipan 

barang yang diajukan gugatan antara Heru Wahyudi dengan PT. Global 

Prima Sentosa Unit Rembang. Maka penulis memberi judul penelitian ini 

dengan “Wanprestasi dalam Perjanjian Lisan Penitipan Barang (Studi 

Putusan Nomor : 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg)” 

 

 

 

 



4 
 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

masalah yang akan diteliti sebagai berikut; 

1. Bagaimana pembuktian terhadap perbedaan dalil perjanjian lisan 

penitipan barang yang diajukan gugatan antara Heru Wahyudi dengan 

PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang perkara Nomor: 

4/Pdt.G/2020/PN.Rbg? 

2. Apakah pembuktian terhadap perbedaan dalil perjanjian lisan penitipan 

barang yang diajukan gugatan antara Heru Wahyudi dengan PT. Global 

Prima Sentosa Unit Rembang perkara Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg 

telah sesuai berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? 

3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap wanprestasi perjanjian 

lisan penitipan barang antara Heru Wahyudi dengan PT. Global Prima 

Sentosa Unit Rembang dalam perkara Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendiskripsikan pembuktian terhadap perbedaan dalil perjanjian 

pada perjanjian lisan penitipan barang dalam perkara wanprestasi.  

2. Untuk mengetahui kesesuaian pembuktian oleh Hakim terhadap 

perbedaan dalil perjanjian pada perjanjian lisan penitipan barang dalam 

perkara wanprestai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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3. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap perjanjian lisan 

penitipan barang. 

Adapun kegunaan dari adanya penelitian ini yaitu : 

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini memiliki kegunaan untuk 

menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya 

masalah yang berkaitan dengan perbedaan dalil perjanjian pada 

perjanjian lisan penitipan barang dalam perkara wanprestasi sehingga 

bermanfaat bagi akademisi hukum guna kepentingan pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang bersedia 

menerima dan tertarik dengan masalah yang diteliti serta manfaat bagi 

para pihak yang berminat pada permasalahan yang sama. 

 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya 

kontemporer yang membahas subyek yang sama, khususnya skripsi, tesis, 

atau disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.4 

Berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa 

                                                                 

4 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan Skripsi 

(2018), hlm. 3. 
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penelitian yang berkaitan, yang kemudian akan digunakan sebagai 

perbandingan penelitian. 

Skripsi  Billy Dicko Stephanus Harefa “Kekuatan Hukum Perjanjian 

Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi dilihat dari Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor : 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk)”. Skripsi 

ini membahas pertimbangan-pertimbangan hukum apakah yang digunakan 

oleh hakim yang menentukan kekuatan mengikatnya perjanjian lisan 

apabila terjadi wanprestasi secara yuridis pada putusan nomor: 

44/Pdt.G/2015/PN.Yyk. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan 

fokus penelitian yang akan dilakukan penyusun dari segi tinjauan normatif, 

objek dan masalah yang akan diteliti.5 

Skripsi Suryanata Rumapea “Kekuatan Hukum Perjanjian Secara 

Lisan Saat Terjadi Ingkar Janji (Wanprestasi) (Studi Putusan Nomor: 

16/Pdt.G/2011/PN.BJN”. Skripsi ini membahas kekuatan hukum perjanjian 

lisan, serta pembuktian yang dilakukan hakim dalam memutus wanprestasi 

perjanjian lisan pada putusan pengadilan nomor 16/Pdt.G/2011/PN.BJN. 

Penelitian tersebut memiliki perbeedaan dengan fokus penelitian yang akan 

dilakukan penyusun dari segi tinjauan normatif, objek dan masalah yang 

akan diteliti.6 

                                                                 

5 Billy Dicko Stephanus Harefa, “Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi 

Wanprestasi Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor : 

44/Pdt.G/2015/PN.Yyk), Skripsi Universitas Sebelas Maret (2016). 

6 Suryanata Rumapea, “Kekuatan Hukum Perjanjian Secara Lisan Saat Terjadi Ingkar Janji 

(Wanprestasi) (Studi Putusan Nomor: 16/Pdt.G/2011/PN.BJN)”, Skripsi Universitas Kristen 

Indonesia (2019). 
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Skripsi Siti Nur Annisa “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian 

Lisan Kuasa Menjual antara Mini Market KITA dengan Usaha Mikro Kecil 

Menengah Ulam Sari”. Skripsi ini membahas tentang keabsahan perjanjian 

kuasa menjual sacara lisan antara phak UMKM Ulam Sari dengan 

Minimarket KITA dan upaya hukum penyelesaian sengketa yang terjadi 

dalam pelaksanaan perjanjian lisan kuasa menjual antara UMKM Ulam Sari 

dengan Minimarket Kita secara empiris. Penelitian tersebut memiliki 

perbeedaan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan penyusun dari segi 

metode penelitian, tinjauan normatif, objek dan masalah yang akan diteliti.7 

Skripsi Sulastri “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Dan 

Pembuktian Dalam Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi 

Kasus: Putusan No 2157 K/PDT/2012 Jo Putusan No 417/PDT/2011/PT 

SMG Jo Putusan No 36/PDT.G/2011/PN UNG).” Skripsi ini membahas 

tentang tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis kekuatan hukum dan 

pembuktian perjanjian serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam 

menentuka perjanjian lisan yang dibuat memiliki kekuatan hukum.8 

Penelitian tersebut memiliki perbeedaan dengan fokus penelitian yang akan 

dilakukan penyusun dari segi tinjauan normatif, objek dan masalah yang 

akan diteliti. 

                                                                 
7 Siti Nur Annisa, “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Lisan Kuasa Menjual antara 

Mini Market Kita dengan Usaha Mikro Kecil Menengah Ulam Sari”, Skripsi Universitas Muria 

Kudus (2015). 

8 Sulastri, “Analisis Yuridis Kekuatan Hukum dan Pembuktian Dalam Perjanjian Lisan Apabila 

Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus: Putusan No 2157 K/PDT/2012 Jo Putusan No 417/PDT/2011/PT 

SMG Jo Putusan No 36/PDT.G/2011/PN UNG)”, Skripsi Universitas Ngudi Waluyo (2021). 
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Jurnal Regina Veronika Wauran dengan judul “Kepastian Hukum 

Perjanjian Secara Lisan Menurut KUH Perdata Pasal 1338”. Jurnal ini 

membahas tentang kepastian hukum dari perjanjian lisan menurut KUH 

Perdata Pasal 1338 yang mana sudah jelas tertera berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya atau mengikatkan diri dengan 

sengaja untuk suatu perjanjian. Sedangakan penyelesaian sengketa 

perjanjian secara lisan jika terjadi wanprestasi adalah melalui jalur non 

litigasi berupa negosiasi/perundingan kedua belah pihak untuk mencapai 

suatu kesepakatan yang sama-sama bisa diterima. Langkah tersebut 

digunakan karena terbatasnya cara-cara pembuktian dalam hal perjanjian 

lisan. Penelitian tersebut memiliki perbeedaan dengan fokus penelitian yang 

akan dilakukan penyusun dari segi tinjauan normatif, objek dan masalah 

yang akan diteliti.9 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses 

ditegakkannya atau difungsikannya norma-norma hukum secara nyata 

sebagai pedoman dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.10 

                                                                 
9 Regina Veronika, dkk, “Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUH Perdata 

Pasal 1338, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No.4 (Oktober-Desember 2020). 

10 Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Jakarta: Liberty, 1988), hlm. 32. 
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Dalam proses penegakkan hukum ada 3 unsur yang harus 

diperhatikan; 

a.  Kepastian hukum; 

b.  Manfaat;  

c.  Keadilan. 

2. Pembuktian 

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut 

hukum oleh para pihak yang berperkara kepada Hakim dalam suatu 

persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang 

fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga Hakim 

memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan putusan.11 

Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, pembuktian 

merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya 

suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, 

yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ke 

pengadilan. Pada tahap pembuktian, Tergugat dapat menggunakan 

haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Melalui 

pembuktian  dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, Haakim akan 

memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam 

menyelesaikan suatu perkara. 

                                                                 
11 Bahtiar Effendie, dkk., Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata, 

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 50. 
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Sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia terdapat dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1865 hingga Pasal 1945. 

3. Pengakuan 

Pada dasarnya pengakuan merupakan suatu pernyataan dengan 

bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya 

membenarkan dalil lawan, baik sebagian maupun seluruhnya. 

Tentang alat bukti pengakuan diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Pasal 1923 hingga Pasal 1928. 12 

4. Perjanjian 

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata 

yang berbunyi’ “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”13 

Namun tidak semua perbuatan dapat disebut sebagai perjanjian, 

melainkan hanya perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum.  

Kata sepakat saja belum memenuhi syarat sahnya suatu 

perjanjian, ada 3 ketentuan lain yang harus terpenuhi selain kata sepakat. 

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana terdapat 

4 syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain; 

                                                                 

12 Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Cet. II, (Bandung: Mandar Maju, 

2005), hlm. 118.  

13 Pasal 1313 KUH Perdata 
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a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak; 

b. Kecakapan untuk melakukan perbnuatan hukum; 

c. Adanya objek; 

d. Adanya kausa yang halal.14 

5. Wanprestasi 

Wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan 

kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memnuhi 

prestasi seperti apa yang telah ditentukan dalam perjanjian dan 

bukan dalam keadaan yang memaksa.15 

6. Perjanjian dalam Hukum Islam 

Dalam Islam diwajibkan atas kita semua untuk memenuhi 

akad-akad  hukum Islam istilah perjanjian disebut juga Al-’Aqdu. 

Dasar hukum perjanjian menurut hukum Islam terdapat pada Al-

Qur’an Surat Al-Maidah ayat 1, yang berbunyi,  

وۡفوُاْ بٱِلۡعُقُودِ  
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ  16يَ

 Pengertian akad yang dikemukakan ulama fiqih yaitu 

perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan 

syara’ yang berdampak pada objeknya. Bisa juga berarti pengaitan 

                                                                 

14 Salim. H.S., Hukum Kontrak (Teori..., hlm. 33.  

15 Nindyo Pramono, Hukum Komersil, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 21.  

16 Al-Maidah (5): 1. 
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ucapan salah seorang yang perjanjian dengan yang lainnya secara 

syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.17 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian diperlukan untuk mencari data-data, mengetahui 

jenis penelitian yang akan dilakukan, dan cara dalam menganalisis suatu 

permasalahan dalam menemukan kesimpulannya. Adapun metode 

penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut; 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif 

dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). 

Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji data-data yang diperoleh 

dari sumber tertulis yang jelas yang berkaitan dengan kajian 

penelitian ini. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni penyusun 

mendeskripsikan terlebih dahulu kemudian menganalisis 

permasalahan dengan mengacu pada landasan yuridis dan normatif. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kasus, yaitu mengkaji Putusan Pengadilan 

                                                                 
17 Sohari Ruf’ah, Fiqih Mua’amalah, (Bogor: Raja Grafindo Persada, 1979), hlm. 42.  
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Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg, secara yuridis dan normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan 

kepustakaann (library approach). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini bersifat kepustakaan sehingga data-data yang 

akan diperoleh dikumpulkan dari data primer dan data sekunder 

sebagai berikut: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya yaitu 

terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, Al-

Qur’an dan sunnah. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh bersumber dari buku-

buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan 

objek penelitian ini.18  

c. Analisis Data 

Analisa bahan hukum dalam penulisan skripsi ini 

menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal mengkaji 

secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian 

digabungkan dengan bahan hukum yang lain, lalu dipadukan 

dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik 

kesimpulan. 

 

                                                                 

18 Zainuddun Ali, Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106  
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan susunan pembahasan yang 

dimuat dalam skripsi ini yang memberikan penjelasan tentang pokok-pokok 

pembahasan dalam setiap bab agar mempermudah dalam mengetahui 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab Pertama berisi gambaran umum tentang penelitian yaitu, bagian 

pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab Dua berisi mengenai pembahasan teori yang akan digunakan 

dalam menganalisis permasalahan. Dalam bab ini mengulas tentang 

pengertian hukum perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, 

jenis perjanjian,penitipan barang, wanprestasi, ganti rugi, dan perjanjian 

menurut hukum islam. 

Bab Ketiga berisi gambaran umum objek pembahasan. Dalam hal 

ini akan diulas posisi kasus, pertimbangan hukum, dan amar putusan pada 

Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg. 

Bab Keempat merupakan puncak dari penulisan skripsi yang 

didalamnya akan menjelaskan dan menguraikan pembuktian terhadap 

perbedaan dalil perjanjian lisan pentipian barang  dalam perkara wanprestasi 

(studi Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg), dan 

kesesuaiannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta 
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pandangan hukum islam terhadap perjanjian lisan penitipan barang pada 

Putusan Pengadilan Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg. 

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

penelitian ini yang telah dibahas pada bab empat. Kesimpulan merupakan 

jawaban atas rumusan masalah sehingga akhir dari pada penelitian ini 

terdapat pada bab lima ini. Selain kesimpulan, bab lima juga berisi saran 

yang diberikan penulis terhadap pembaca ataupun lembaga yang berkaitan 

tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 



BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa; 

1. Pembuktian terhadap perbedaan dalil  perjanjian pada perjanjian lisan 

penitipan barang yang diajukan gugatan wanprestasi antara Heru 

Wahyudi (Tergugat) dengan PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang 

(Penggugat) perkara Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN.Rbg adalah melalui 

bukti saksi kedua belah pihak sehingga ditemukannya fakta bahwa 

Suwandi (manajer tahun 2018) sudah tidak bekerja lagi di PT. Global 

Prima Sentosa Unit Rembang sehingga Hakim mengesampingkan dalil 

Tergugat dan memberlakukan dalil Penggugat dalam perjanjian lisan 

penitipan barang tersebut.  

2. Pembuktian terhadap perbedaan dalil perjanjian lisan pada perjanjian 

penitipan barang yang diajukan gugatan wanprestasi antara Heru 

Wahyudi (Tergugat) dengan PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang 

(Penggugat) perkara Nomor: 4/Pdt.G/2020/PN telah sesuai dengan 

Pasal 1865, 1866, 1924, dan 1925 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata.  

3. Menurut hukum Islam perjanjian penitipan barang antara Heru Wahyudi 

(Tergugat) dengan PT. Global Prima Sentosa Unit Rembang 

(Penggugat) merupakan bentuk perjanjian yang dimaksud dalam Surat 



Al-Baqarah ayat 282, dimana seharusnya perjanjian tersebut wajib 

dibuat secara tertulis bukan hanya secara lisan. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

a. Bagi pihak Tergugat seharusnya memilih perbuatan hukum  yang lebih 

berkepastian hukum. Sehingga mendekatkan kepada ketidakraguan 

tentang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di kemudian 

hari. 

b. Bagi peneliti atau akademisi yang akan melakukan penelitian yang 

berkaitan dengan tema yang sama diharapkan dapat melakukan 

penyempurnaan dengan melakukan penelitian dengan lingkup yang 

lebih besar dan mampu digeneralisasi. 
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